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Mengingat

SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

. a. bahwa irigasi mempunyai peranan penting dan me&arpaalah satu
komponen pendukung keberhasilan pembangunan partati wilayah
Provinsi Sulawesi Barat yang perlu dikelola secaiak, sehingga
bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat

b. bahwa tujuan pembangunan pertanian adalah untuklestarikan
ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petasningkatkan
kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan dizarg@, serta sejalan
semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukkzdam tatanan
kehidupan bermasyarakat ;

c. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasngembangan
dan pengelolaan yang dilaksanakan secara partisipatu didukung
dengan pengaturan tugas, wewenang dan tanggungjeglambagaan
dalam pengelolaan irigasi.

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturanrif@meNomor 20
Tahun 2006 tentang lIrigasi, Pemerintah Provinsnyaknggarakan
sebagian wewenang Pemerintah di bidang pengembalagaoengelolaan
sistem irigasi ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalesiad huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturamdbaentang Irigasi ;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PamatDasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesiauh 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmadl@013) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SistendidBya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia TaB92 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodii8)3

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeldlangkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun71B®mor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No6@9)3

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutgdhambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimanbald dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penet&®eaaturan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahui¥ 26ntang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1998arig
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negarguliti&
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan LembargraddeRepublik
Indonesia Nomor 4401) ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SumberaDay
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N&@BpTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtBleraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istod@hun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor
4389) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkeb(icembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ) ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembant&kovinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indon&saéun 2004
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik IrelanBlomor
4422) ;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikghambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembéantdaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norh@5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomdB7}4
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhgareUndang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtamrtdgpUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerami{aean Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahanhagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrakguangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahbfran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaleandaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaf@aang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N&@&pTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentangdsiLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentaradisié) Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Ind@n&ahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor
3838) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentagagsir (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamp&gian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaRrawinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Nedrapublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembargarddeRepublik
Indonesia Nomor 4737) ;



17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentanggeR#aan
Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indondsihun 2008
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor
4858) ;

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI BARAT

TENTANG IRIGASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

9.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan PerangkatalDaebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Suda®arat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uresaeriptahan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembarmteagan prinsip otonomi seluas-.
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatupoliRk Indonesia.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupatergkiup Provinsi Sulawesi Barat.
Dinas Daerah adalah Satuan Kerja Organisasi Peaibglerah yang membidangi irigasi.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggwadj di bidang irigasi.

10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di ataspan di bawah permukaan tanah, termasuk

11.

12.

13

14.

15.

dalam pengertian ini air permukaan, air tanahhajan, dan air laut yang berada di darat.

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami @#anfauatan yang terdapat pada, di atas,
ataupun di bawah permukaan tanah.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, darbyagan air irigasi untuk menunjang
pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaegasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi
pompa, dan irigasi tambak.

. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air &g manajemen irigasi, kelembagaan

pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

Penyediaan air irigasi adalah penentuan volumeeirsatuan waktu yang dialokasikan dari
suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yadgsdirkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai
dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian danlikapdainnya.

Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang melgmmbagian, pemberian, dan penggunaan air
irigasi.



16. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi iavadgunan bagi dalam jaringan primer
dan/atau jaringan sekunder.

17. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkardengan jumlah tertentu dari jaringan
primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.

18. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaaikalari petak tersier untuk mengairi lahan
pertanian pada saat diperlukan.

19. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainaslalah pengaliran kelebihan air yang
sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daegdsiriertentu.

20.Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapddri satu jaringan irigasi.

21.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, danupamgpelengkapnya yang merupakan satu
kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagmeemberian, penggunaan, dan
pembuangan air irigasi.

22.Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringayasi yang terdiri dari bangunan utama,
saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bagbagi, bangunan bagi sadap, bangunan
sadap, dan bangunan pelengkapnya.

23.Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jannggasi yang terdiri dari saluran sekunder,
saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunaisdiap, bangunan sadap, dan bangunan
pelengkapnya.

24. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibateh batas hidrogeologis, tempat semua
kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbulmengaliran, dan pelepasan air tanah
berlangsung.

25.Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasig airnya berasal dari air tanah, mulai dari
sumur dan instalasi pompa sampai dengan salurgasiriair tanah termasuk bangunan di
dalamnya.

26. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jamngigasi air tanah yang dimulai setelah
bangunan pompa sampai lahan yang diairi.

27.Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi ydibgngun dan dikelola oleh masyarakat desa
atau pemerintah desa.

28.Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasng/doerfungsi sebagai prasarana pelayanan air
irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saturtersier, saluran kuarter dan saluran
pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bamgoglangkapnya.

29. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yangebak dalam bidang pertanian, baik
yang telah tergabung dalam organisasi perkumputanppemakai air maupun petani lainnya
yang belum tergabung dalam organisasi perkumpdganppemakai air.

30. Perkumpulan petani pemakai air, yang selanjutnysekdit P3A adalah kelembagaan
pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pamak dalam suatu daerah pelayanan
irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sersgicara demokratis, termasuk lembaga lokal
pengelola irigasi.

31. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memlpérdan memakai atau mengusahakan air
dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

32.Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak unt@omperoleh dan memakai air dari sumber air
untuk kepentingan pertanian.

33. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak unt@knperoleh dan mengusahakan air dari
sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.

34. Hak Ulayat adalah hak masyarakat adat atas tarah ad

35.Garis sempadan irigasi adalah garis batas luar goeagan daerah irigasi untuk
mempertahankan fungsi dan prasarana irigasi.

36. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunagga irigasi baru dan/atau peningkatan
jaringan irigasi yang sudah ada.



37. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegipémnyediaan jaringan irigasi di wilayah
tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.

38. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan mestkgn fungsi dan kondisi jaringan irigasi
yang sudah ada atau kegiatan menambah luas ateghp@n pada jaringan irigasi yang sudah
ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisulnggin daerah irigasi.

39. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yanglipoti opetasi, pemeliharaan, dan
rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

40. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturanirigiasi danpembuangannya, termasuk
kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigashpyosun rencana tata tanam, menyusun
sistem golongan, menyusun rencana pembagian algksamakan alibrasi pintu/bangunan,
mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

41. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya mengaya mengamankan jaringan iriasi agar
selalu dapat befungsi dengan baik guna memperlangalaksanaan operasi dan
mempertahankan kelestariannya.

42.Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan pedra jaringan irigasi guna mengembalikan
fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

43.Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemaeqg Yyerstruktur untuk perencanaan
pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi gunaapantingkat pelayanan yang ditetapkan
dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan gang jaringan irigasi dengan pembiayaan
pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

44.Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinaan ckomunikasi antara Wakil Pemerintah
Provinsi, Wakil Perkumpulan Petani Pemakai air Ratgdaerah irigasi, Wakil Pengguna
jaringan irigasi pada Provinsi, dan Wakil Komisgasi Kabupaten/Kota.

45. Komisi Irigasi Antar Provinsi adalah lembaga kooedii dan komunikasi antara Wakil
Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait, Wakil Ksintiigasi Provinsi yang terkait, Wakil
Perkumpulan Petani Pemakai air tingkat daerahsridsakil Pengguna jaringan irigasi di suatu
daerah irigasi lintas Provinsi.

46. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinkasi komunikasi antara Wakil Pemerintah
Kabupaten, Wakil Perkumpulan Petani Pemakai agkah daerah irigasi, Wakil Pengguna
jaringan irigasi pada Kabupaten yang terkait.

BAB 11
MAKSUD, LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI

Maksud

Pasal 2
Pengelolaan irigasi dimaksudkan untuk memenuhutkgtan air baku untuk pertanian, sehingga
terwujud peningkatan pendapatan masyarakat petani.

Lingkup

Pasal 3

Mengingat irigasi yang merupakan bagian dari hhajdtip orang banyak, oleh karena itu perlu
pengaturan dan pemanfaatannya untuk mendukung kiraitas usaha tani guna meningkatkan
produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangaion@ dan kesejahteraan masyarakat,
khususnya petani.

Tujuan

Pasal 4



